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PKN (CIVIC EDUCATION) SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK , PENDIDIKAN DEMOKRASI,  DAN PENDIDIKAN HAM
A. APA PKN ITU ?

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Standar Isi Mata pelajaran PKn).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Standar Isi Mata pelajaran PKn). 
Sedangkan alasan mengapa PKn diajarkan pada generasi penerus adalah untuk memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PKn sebagai paradigma baru dimaksudkan PKn merupakan  bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui : 

· Civic Intellegence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.
· Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan 
· Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan. 

Begitu pula seperti dinyatakan oleh John Potter dalam  “The challenge of education for active citizenship” (Education + Training, Volume 44- Number 2 -2002- p. 57 – 66) bahwa Citizenship Education substansinya berisikan tentang hak – hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain, (1) Linked with other subject, maksudnya sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan PKn dengan mata pelajaran yang lain; (2) A way of life, maksudnya PKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan; dan (3) Partcipation, maksudnya PKn memerlukan generasi muda (young people) untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata . Untuk itu diperlukan upaya – upaya yang sistematis untuk mengembangkan efektivitas praktek pembelajaran PKn.
Sedangkan Kompetensi guru PKn yang bersifat khusus,     dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar  Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, ditentukan:
1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran P Kn.
2. Memahami substansi PKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap  kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan     kewarganegaraan (civic skills) .
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran PKn. 
Tentang kaitan antara ketiga substansi PKn tersebut digambarkan sebagai berikut.  “Habits of the herts”, as Alexis de Tocqueville called civic dispositions, are necessarily intertwined with civic knowledge and civic skills component of democtatic zitizenship. Education for democratic citizenship requires the development of those traits of public private character that compel citizens to exercise the rights and reponcibilities of democratic citizenship and promote the common good (Patrick & Vontz, p.53). Kemudian tentang manfaat PKn dapat dipahami seperti pada bagan berikut ini.
Bagan 1
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Civil society (Masyarakat Kewargaan/Kewarganegaraan) menurut Cohen dan Aroto  dalam Civil Society and Political Theory, bahwa  Civil society adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian yang tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan. Yang tidak kalah penting dalam konsep civil society adalah adanya partisipasi aktif dari semua warga negara baik yang tergabung dalarn berbagai perkumpulan, organisasi atau kelompok lainnya sehingga akan membentuk karakter demokratis di lembaga tersebut. 
Model relasi antara partai politik (masyarakat politik) dengan civil society menurut  Beavis ( dalam Aditya Perdana, 2009: 7) (1) Relasi yang berjarak jauh dengan satu partai; (2) civil society beraliansi; (3) civil society menyebar dukungan banyak partai dan partai politik yang mendapat dukungan dari banyak civil society; (4) civil society menjelma menjadi partai (sebaliknya partai menjadi civil soviety). (Untuk lebih lengkapnya baca: Aditya Perdana, 2009, Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia, Makalah Seminar Internasional Kesepuluh Dinamika Politik Lokal di Indonesia : Representasi Kepentingan Rakyat Pada pemilu Legislatif 2009, Tanggal 28-30 Juli 2009, di Kampoeng Percik Salatiga, halaman 3-4).
B. NATION AND CHARACTER BUILDING SEBAGAI VISI PKN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi sebagai nation and character building. Yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Selain berdimensi identitas, Pancasila juga berdimensi humanitas (sila kedua dan keempat) dan universalitas (sila pertama dan keempat) (lihat, Sartono Kartodirdjo,1993: 214). 

Ketika Indonesia menjadi negara merdeka,  proses menjadi bangsa Indonesia terus berlangsung ( masih dalam proses pembentukan). Penduduk Indonesia baru lebih merupakan sejumlah kumpulan kelompok etnis dan ras tertentu. Sehingga tidak mengherankan dalam perjalanan sebagai negara merdeka, NKRI sering dihadapkan pada terjadinya konflik sosial yang keras dan gerakan separatis yang sangat potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada negara bangsa yang demikian, “bangsa itu akan terbentuk ketika telah adanya kesepakatan bentuk partisipasi politik dan rezim politik (konstitusi) yang hendak dikembangkan” ( Ramlan Surbakti, 1992). Kesepakatan ini mulai menemukan bentuknya pada era reformasi ini. PKn yang bertujuan mengembangkan kompetensi warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab /sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) yang sedangkan dikembangkan di era reformasi ini menduduki posisi strategis dalam pembangunan karakter kebangsaan ini.

Dengan kata lain nation and character building merupakan visi meng-Indonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seseorang berstatus  sebagai WNI tetapi bisa saja karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Dalam arti berkarakter liberalis, otoriter, dan anarkis. PKn hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara dalam masyarakat pluralis untuk menjamin integrasi bangsa dalam bingkai kesatuan dalam keberagaman.  Bahkan PKn termasuk pendidikan kebangsaan yang sangat progressif, sebab dalam pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatas pada cultural nation tetapi juga pada political nation. Pada konsep cultural nation, penanaman kebangsaan dengan cara mengembangkan memori kolektif,maupun menggambarkan tanah air yang subur, indah makmur ternyata di rasa tidak efektif lagi. PKn yang memiliki tugas mengembangkan peran warga negara (hak-kewajiban warga negara) memiliki dasar yang tegas dan jelas bahwa masalah pendidikan kebangsaan harus digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak – hak warga negara secara berkeadilan. Dari perlakuan pemerintah yang demikian (menjamin dan memenuhi hak warga negara) maka bersamaan itu akan tumbuh disertai tanggung jawab sebagai anak bangsa yang sangat kuat. Banyak contoh yang bisa kita lihat di berbagai negara yang telah mengembangkan political nation,maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini fenomena separatisme lebih merupakan akibat dari terlantarkannya hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara.

C. ILMU POLITIK SEBAGAI AKAR KEILMUAN PKN DAN PKN SEBAGAI KAJIAN INTERDISIPLINER

Akar keilmuan PKn adalah ilmu politik yaitu mengambil porsi demokrasi politik dan dikembangkan secara interdisipliner. Dalam pengembangan secara interdisipliner PKn mengambil konsep, teori tidak terbatas dari rumpun ilmu sosial, tetapi lintas disiplin. Hal ini dapat di lihat pada diagaram di bawah ini.
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D. PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK

Pengembangan peran warga negara (hak-kewajiban) baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial-  budaya merupakan substansi hubungan warga negara dengan negara. Pengembangan hubungan warga negara dengan negara ini merupakan sebagai focus of interest (pusat perhatian/obyek forma PKn). Dengan kata lain substansi materi PKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Pendekatan institusional dalam ilmu politik memandang hubungan warga negara dengan negara merupakan unsur penting dalam ilmu politik. Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics menyatakan “ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga – lembaga negara yang akan melaksanakan  tujuan – tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara – negara lain”. 

IPSA (International Political Science Association) pada tahun 1995 (lihat Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann, 1996) melakukan identifikasi pencangkokan dalam ilmu politik.  Pendidikan Politik (yang didalamnya termasuk PKn) merupakan salah satu unsur pencangkokan ilmu politik. Bidang kajian lain diantaranya : Sosiologi Politik, Geografi Politik, Ekonomi Politik Internasional, Militer dan Politik, Biopolitik (Biology and Politics), dll. Kemudian ilmuwan politik yang tergabung dalam APSA (American Political Science Association) telah membentuk Komisi Ilmu Politik untuk Pendidikan Kewarganegaraan, dalam rangka membantu membina generasi muda AS agar memiliki kesadaran tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prewitt & Dawson ( 1977 : 140 – 141) menyatakan  ada  tipe pengajaran politik  yaitu  PKn  (civic education) dan indoktrinasi politik. James Colleman, membe​dakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan  kewar​ganegaraan (civic training) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga  negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya.Dan yang dimaksud indoktrinasi politik lebih  memperhatikan belajar  ideologi politik tertentu yang dimaksudkan  untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu 

Alfian (1992), dalam bukunya Pemikiran Dan Perubahan politik Indonesia menyatakan “Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun” (p.235). 

Political socialization may be measured througght the use of indexies, the most important of wich are:

1. Political efficacy (merasa memiliki kekuasaan untuk dapat mempengaruhi keputusan politik);

2. Political trust (kepercayaan terhadap pemerintah dan pejabatnya);

3. Citizen duty;

4. Political participation;

5. Political konowledge (terutama yang berkaitan dengan cara bekerjanya sistem politik);

6. Other nation or world concept (persepsi mengenai hubungan bangsanya dengan masyarakat dunia)

All the concepts have been stressed in traditional civic education projects (Byron G. Massialas (Editor), Political Youth, Traditional Schools, p. 3-5). 

Maka konsekuensinya:“Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yg dilakukan oleh lembaga pendidikan dg proses mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat” (Zamroni, 2007 : p.137).
PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik telah memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat, sampai dewasa ini tampak belum ada bantahan bahwa PKn (Civic Education/Citizenship Education) menganut system theory. Bahkan diperkuat lagi dengan teori pemberdayaan warga negara (citizen empowerment) melalui pengembangan budaya kewarganegaraan (civic culture) dalam rangka mengembangkan masyarakat kewargaan (civil society). Untuk kepentingan civil society juga telah dikembangkan teori/pendekatan  politik kewarganegaraan (citizenship politics). Pendekatan tersebut, misalnya pendekatan  politik kewarganegaraan (Hikam, 1999), pendekatan  struktural prosesual yang dikemukakan Goran Therborn (Eep Saifulloh, 1994). Politik kewarganegaraan (Citizenship politics) memandang warga negara sebagai pusat dan aktor utama baik dalam wacana maupunpraksis politik dan pembangunan. Pendekatan ini akan mampu meningkatkan pemahaman diri dan inisiatif masyarakat untuk berkembang. Juga dapat untuk mengatasi berkembangnya disintegrasi yang disebabkan penguatan politik identitas tang lazim berkembang dalam masyarakat yang pluralis. Pendekatan struktural prosesual, melihat proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang melekatinya  serta menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Kemudian masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum), hendaknya dipahami bahwa demokrasi politik sebagai demokrasi primair sebagai basis bagi pengembangan demokrasi ekonomi dan sosial. Dan berkembangnya demokrasi sekunder ini (demokrasi ekonomi dan sosial) juga akan sangat menentukan bagi pengembangan demokrasi. 

Dinyatakan jelas karena dengan menganut system theory, maka orientasi PKn bukan untuk mendukung  rezim atau kekuatan politik tertentu yang  merupakan orientasi dari teori hegemonik (hegemonic theory)( Prewitt & Dawson, 1977: 17). Konsekuensinya PKn sebagai pendidikan politik formal  memiliki tujuan bagaimana membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi serta  bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Soedijarto (dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2005), Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta : Prenada Media, halaman 9).Mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikutserta membangun sistem politik yang demokratis.

Berpartisipasi secara bertanggung jawab mengharuskan agar sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Tanggung jawab warga negara (citizen responsibility/civic responsibilities ) menurut CCE (1994 :37) antara dapat dicontohkan:

· melaksanakan aturan hukum;

· menghargai hak orang lain;

· memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya;

· melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas – tugasnya,

· melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local, pemerintah nasional;

· memberikan suara dalam suatu pemilihan;

· membayar pajak;

· menjadi saksi di pengadilan;

· bersedia untuk mengikuti wajib militer, dsb.
Oleh karena itu disiplin hukum maupun moral merupakan disiplin pendukung  sangat penting bagi  PKn.  Teori sistem yang dianut PKn di atas, membawa konsekuensi PKn pada posisi untuk kepentingan  system maintenance dan system persistence bagi sistem politik nasional (sistem politik demokrasi Pancasila). Oleh karena itu dengan pola pikir yang demikian juga dapat digambarkan batang tubuh keilmuan PKn seperti pada diagram dibawah ini.
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Dengan demikian pengembangan materi PKn bidang politik terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Porsi demokrasi politik dipahami dalam struktur ilmu politik yaitu  baik sebagai pemikiran, filsafat , teori ,ideologi dan terapannya dalam konstitusi dan sistem politik. Dan konsep, teori – teori ilmu politik yang lain yang  dapat membantu memahami demokrasi politik dalam rangka membentuk warga negara yang baik juga perlu dikembangkan seperti antara lain : 

· System theory (dalam sosialisasi politik);

· Citizenship politics (Politik Kewarganegaraan);

· Civic culture (Budaya Politik Kewarganegaraan);

· Citizen empowerment (Pemberdayaan Warga Negara);

· Civil society (Masyarakat Kewarganegaraan).

· Global Citizenship (Kewarganegaraan Global).

Sedangkan pola pikir keilmuan politik, yang perlu dipahami untuk menunjang kompetensi profesional guru mata pelajaran PKn, diantaranya pendekatan yang dianut ilmu politik, seperti : pendekatan tradisional, perilaku, pascaperilaku (value and action), Marxis, neo -Marxis.
E. PKN SEBAGAI PENDIDIKAN DEMOKRASI

Zamroni (2001) dalam bukunya Pendidikan untuk demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. 
Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan prilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.
CONCEPTS AT THE CORE OF EDUCATION FOR CITIZENSHIP 

IN A DEMOCRACY (THE CIVIC KNOWLEDGE COMPONENT)

1. REPRESENTATIVE DEMOCRACY (REPUBLICANISM)

a. Popular sovereignty (government by consent of the governed, the people),
 

b. Representation and accountability in a government of, by, and for the people 

c. Free, fair, and competitive elections of representatives in government

d. Comprehensive eligibility (hal memenuhi syarat) to participate freely to vote and campaign in elections 

e. Inclusive access to participate freely to promote personal and common interests

f.
Majority rule of the people for the common good

2. CONSTITUTIONALISM

a. Rule of law in the government, society, and economy

b
Limited and empowered government to secure (menjamin)rights of the people 

c. Separation and sharing of powers in government

d. Independent judiciary with power of judicial or constitutional review

3. RIGHTS (LIBERALISM)

a. Human rights/constitutional rights 
b. Political rights

c.
Personal or private rights

d. Economic, social, cultural, and environmental rights

e. Rights associated with negative and positive constitutionalism

4. CITIZENSHIP

a.     Membership in a people based on legal qualifications of citizenship 

b.     Rights, responsibilities, and roles of citizenship

c.    Civic identity and other types of identity (e.g., ethnic, racial, religious) 

d.    Rights of individual citizens and rights of groups of citizens

5. CIVIL SOCIETY (FREE AND OPEN SOCIAL SYSTEM)

a. Voluntary membership in non-governmental organizations/civil associations 

b.  Freedom of association, assembly, and social choice

c.   Pluralism/mulfi:ple and overlapping group memberships and identities

d.  Social regulation for the common good (rule of law, customs, traditions, virtues)

6. MARKET ECONOMY (FREE AND OPEN ECONOMIC SYSTEM) 

a. Freedom of exchange and economic choice

b. Freedcm to cwn and use property for personal gain

c. Economic regviation for the common good (rule of law, customs, traditions, virtues)

7. TYPES OF PUBLIC ISSUES

a. Majority rule and minority rights (limits on majorities and minoril.tes/individuals)

b. Liberty and equality (combining negative and positive constitutionalism)

c. Liberty and order (lirrlts on power and on liberty to achieve security for rights) 

d. Individual interests and the common good (limits of personal and public choice) 

e. Unity and diversity (conjoining civic identity with sociai/cultural identities)

F. PENDIDIKAN HAM SEBAGAI MISI PKN

Azzumardi mnyatakan bahwa pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan penghormatary

perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia. Agar pendidikan HAM mencapai tujuan, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut; pertama, lingkungan kelas haruslah demokratis, kedua, pasal-pasal mengenai HAM tidak dapat diajarkan secara verbalistik, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh peserta didik, ketiga, sistem pembelajaranyang dikembangkan adalah sistem interaktif.
Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-Iembaga demokrasi, rule of  law, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalammasyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahary warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antar budaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
G. PENDIDIKAN KEPRIBADIAN /KARAKTER DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MISI PKN
Ramali Zakaria (2007) Kepala Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Tenaga Kependidikan pada Pusat Inovasi, spesialisasi dalam bidang pendidikan nilai, menyatakan bahwa ”Pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Budi Pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda”.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan   dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika;

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
H. KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN PKN

Figure : Frameworks of Civic Intelligence

	David Mathews' Taxonomies of Civic Intelligence
	Amy Gutmann's Theoretical Framework for Civic Education

	
	

	1. Amass facts and gather information(mengumpulkan..)
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3. To invent, innovate, and create (paham baru..)

4. To think together

Levels 1, 2, and 3 are private Level 4 is the creation of publics.
	1. Proceduralism: Fair procedures and value of majority rule

2. Constitutionalism: Constitutional rights and constraits

3. Deliberation: Moral deliberation to reach a justifiable resolution (pertimbangan mendalam berdasarkan moral untuk sampai pada pemecahan yang dpt dipertimbangkan )

	Engle and Ochoa's Model of Decision-Making
	Historical Issues-Analysis and    Decision-Making
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	of action on an issue
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	of the actions taken


Sumber : ERIC (The Education Resources Information Center), 2006, Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher : Civic Learning in Techer Education, Volume 1.

Figure 1

Civic Skills and Civic Dispositions in the National Standards for Civics and Government
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Figure 2
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	Modified from Freiberg and Driscoll, 2000


Komponen PKn menurut : John J. Patrick and Thomas S. Vontz


COMPONENTS OF EDUCATION FOR CITIZENSHIP IN A DEMOCRACY

1. KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP AND GOVERNMENT 

INA DEMOCRACY (CIVIC KNOWLEDGE)

a. Concepts/principles on the substance of democracy

b. Issues about the meaning and implementation of core ideas

c. Constitutions and institutions of representative democratic government 

d. Organization and functions of democratic institutions

e. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens

f. Contexts of democracy: cultural, social, political, and economic

g. History of democracy in particular states and throughout the world

2. INTELLECTUAL SKILLS OF CITIZENSHIP IN A DEMOCRACY (COGNITIVE CIVIC SKILLS)

a. Identifying and describing phenomena (events and issues) of political, civic life

b. Analyzing and explaining phenomena (events and issues) of political/civic life

c. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues 

d. Thinking critically about conditions of political/civic life.

e. Thinking constructively about how to improve political/civic life

3. PARTISIPATORY SKILLS OF CITIZENSHIP IN A DEMOCRACY (PARTICIPATORY CIVIC SKILLS)

a. Interacting with other citizens to promote personal and common interests 

b. Monitoring public events and issues

c. Deliberating and making decisions about public policy issues 

d. Influencing policy decisions on public issues

e. Implementing policy decision on public issues 

f. Taking action to improve political/civic life

4. DISPOSITIONS OF CITIZENSHIP IN A DEMOCRACY 

    (CIVIC DISPOSITIONS)

a. Promoting the common good

b. Affirming the common and equal humanity and dignity of each person

c.  Respecting, protecting, and using rights possessed equally by each person 

d. Participating responsibly in the political/civic life of the community

e. Respecting, protecting, and practicing government by consent of the people 

f.  Supporting and practicing civic virtues

Sumber : John J. Patrick and Thomas S. Vonts Componen of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teacher, dalam ERIC (The Education Resources Information Center), 2006, Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher : Civic Learning in Techer Education, Volume 1.,p.41.
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